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Abstrak - Otonomi daerah merupakan solusi bagi
permasalahan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terutama Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat analisis untuk
mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebagai acuan kemandirian keuangan pemerintah
daerah dalam membiayai pembangunan dan melakukan
pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Pulau
Sumatera memiliki 10 Provinsiyang perlu diketahui tingkat
kemandiriannya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian
luantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah
Provinsi di Pulau Sumatera. Jenis data yang digunakan data
sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
LKPD tahun 2014 Provinsi di Pulau Sumatera. Teknik
analisis data yang digunakan adalah Derajat Desentralisasi
Fiskal. Perhitungan rasio kemandirian dan derajat
desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera
dapat disimpulkan bahwa Total PAD Provinsi Se-Pulau
Sumatera sebesar 18,025 Triliun dan keseluruhan Total
Pendapatan Daerah Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar
Rp51,22 Triliun. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal
sebesar 35,19133 % dengan perolehan tertinggi pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu 58,24694 % dan
terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu
11,75206%.

Kata Kunci — keuangan daerah, desentralisasi fiskal

|. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan solusi bagi permasalahan
Pemerintah  Republik Indonesia mengenai ancaman
disintregisasi ~ bangsa,  kemiskinan, ke-tidakmerataan
pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan
masalah pembangunan sumber daya. Sejak diberlakukan UU
No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat
mendesentralisasikan berbagai kewenangan pemerintah pusat
ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia, salah satunya
desentralisasi  pengelolaan  keuangan.  Desentralisasi
pengelolaan keuangan merupakan kewenangan pemerintah
daerah untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan
keuangan pada daerah pemerintahan sendiri.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan
Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah
dan pertanggungjawabannya, pengaturan tersebut meliputi
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang
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komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
harus diperiksa oleh badan pemeriksa Keuangan (BPK).
Konsekuensi dari pelaksanaaan kedua Undang undang
tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan
otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dalam
rangka pemberdayaaan masyarakat, lembaga ekonomi,
lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan

lembaga swadya masyarakat serta seluruh potensi
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal
suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan
untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat
harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan
pemerintah daerah[1]. Kebijakan ini sesuai dengan Undang —
Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem
pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah
daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus
dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan
bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi
daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan
kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian
daerah.

Ciri utama pemerintah daerah dapat melaksanaka
otonomi dengan baik adalah kemampuan keuangan daerah,
artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber pendapatan keuangan, mengelola
dan menggunakan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk penyelenggaraan
pemerintahannya, dan besaran ketergantungan bantuan dari
pemerintah pusat harus kecil, agar PAD dapat menjadi
sumber pendapatan terbesar sehingga peranan pemerintah
daerah lebih optimal[2].

PAD merupakan sumber pendapatan utama sebagai
bentuk kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam
rangka menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal pada pemerintah
daerah  mempengaruhi pemberdayaan kemampuan
perekonomian daerah, memberikan transparansi, partisipasi,
dan bertanggung jawab antara pemerintah daerah dengan
masyarakat. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang
meningkat dapat menggambarkan partisipasi masyarakat
dalam keikutsertaan pembangunan suatu daerah, terutama
dalam memperbesar pendapatan daerah melalui pajak dan
retribusi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terutama
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat analisis
untuk mengukur seberapa besar kontribusi PAD sebagai
acuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam


mailto:jovan_febriantoko@palcomtech..com

Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, dan Desain 2017

STMIK - Politeknik PalComTech, 12 Juli 2017

membiayai pembangunan dan melakukan
terhadap masyarakat di daerahnya.

Analisis terhadap LRA pemerintah daerah, dapat
menggunakan rasio yang mampu memperlihatkan gambaran
mengenai kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah
sebagaimana berikut[3]:

1. Rasio A Total Pendapatan Asli Daerah : Total
Pendapatan
2. Rasio B =Total Pendapatan Asli Daerah : Total Belanja

Peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan
daerah dan mengurangi ketimpangan antar pemerintah
daerah dapat dilakukan adanya inovasi pemerintah daerah
dalam pemberdayaan PAD, peningkatan kepedulian
masyarakat terhadap peningkatkan PAD, peningkatkan Dana
Desentralisasi dari pemerintah pusat yang menghasilkan
sumber pendapatan yang strategis, dan adanya aturan yang
lebih jelas terkait dengan peningkatan PAD di daerah
berpenghasilan sumber strategis.

Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi bisa tercapai,
dengan asumsi bahwa perlu adanya inovasi pemerintah
daerah dalam rangka peningkatan PAD,dan adanya
kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kontribusi
dalam meningkatan PAD di daerahnya[4].

Analisis rasio keuangan telah digunakan sebagai alat
untuk menganalisis kinerja keuangan oleh organisasi yang
berorientasi kepada keuntungan, akan tetapi dalam lembaga
publik atau non profit yaitu pemerintah daerah belum
menunjukkan hasil yang dapat menggambarkan kinerja
keuangan secara akurat. Pengelolaan keuangan pada
pemerintah daerah harus bersifat transparan, jujur, efektif,
efisien, demokratis, dan akuntabel[5]. Analisis Rasio
keuangan pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan
meskipun masih terdapat perbedaan pada kesepakatan
akuntansi yang mendasarinya. Rasio keuangan yang
digunakan sebagai alat ukur pertanggungjawaban kinerja
pemerintah daerah, salah satunya dengan rasio kemandirian
keuangan (otonomi fiskal)[6].

Pulau sumatera memiliki 10 pemerintah daerah provinsi,
provinsi tersebut adalah NAD, Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu,
Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung.
Setiap provinsi memiliki PAD yang akan mempengaruhi
tingkat kamampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu penulis akan meneliti tingkat kemampuan
keuangan pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera
dengan derajat desentralisasi fiskal(DDF).

pelayanan

Il. KAJIAN LITERATUR
A. Landasan Teori
1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah daerah atau yang sering
kita sebut LKPD merupakan alat pertanggungjawaban.
Pengertian laporan keuangan adalah adalah informasi yang
disajikan untuk membantu pemangku kepentingan dalam
membantu keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga
keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas[7].Tujuan
laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan
(SAP) [8]:

57

Memberikan  informasi
kepentingan mengenai
selama periode tertentu.
Menyediakan informasi tentang Kkesesuaian cara
memperoleh  sumber- sumber ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang telah di tetapkan
sesuai dengan aturan dalam undang undang.
Transparansi terhadap informasi terkait sumber-
sumber ekonomi yang digunakan untuk program
dab kegiatan suatu organisai.

Menyediakan  transparansi  tentang  prosedur
organisasi pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya
dan mencukupi kebutuhan keuangan.

Memberikan informasi mengenai posisi keuangan
organisasi terkait sumber pendapatannya.
Memberikan informasi mengenai kenaikan atau
penurunan posisi keuangan, sebagai dampak
kegiatan yang dilaksanakan.

a) kepada

kecukupan

pemangku
penerimaan

b)

c)

d)

e)

Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah antara lain[7] :

a) Memberikan prediksi kondisi kesehatan keuangan
pemerintah daerah.

b) Menyediakan laporan yang digunakan menentukan
dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintahan
daerah dan perubahan yang terjadi.

c) Alat monitor kinerja pemerintah daerah, ketaatan
dengan aturan undang-undang, kontrak, dan
ketentuan lainnya.

d) Memberikan data untuk proses perencanaan dan
penganggaran.

e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja
manejerial dan organisasional.

f) Untuk bisa memahami LKPD dengan baik,

pengguna LKPD perlu memahami elemen dalam
laporan keuangan.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah
a) Neraca
b) Laporan realisasi anggaran (LRA)
c) Laporan arus kas (LAK)
d) Catatan atas laporan keuangan

2) Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang, dan juga sesuatu,baik berupa
uang maupun barang, yang dapat diakui sebagai kekeyaan
daerah sepajang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau
daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai
ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku[6]

Manajemen dan pengelolahan keuangan daerah adalah
pengorganisasian dan pengelolahan sumber ekonomi atau
kekayaan pada suatu daerah dengan tujuan tertentu yang
dikehendaki. Alat untuk melaksanakan pengelolahan dan
manajemen keuangan pada pemerintah daerah disebut
dengan tata usaha keuangan daerah.

Menurut peraturan perundangan terbaru yaitu PP Nomor
58 Tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang
di dasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003. Tugas pengelola
keuangan daerah adalah:
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a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBD.

b) Menyusun rancangan dan perubahan APBD.

¢) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan melalui perturan daerah.

d) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

e) Menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APDB.

3) Analisis rasio keuangan

Analisis mengenai rasio keuangan pada APBD dapat
dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang di capai.
Pengukuran ini dapat dilakukan membandingkan antar
periode akuntansi atau dapat melakukan perbandingan
dengan rasio keuangan yang pemerintah daerah yang lain
yang terdekat atau memiliki potensi yang mirip[8]. Pengguna
rasio keuang dalam pemerintah daerah adalah :

a) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b) Pihak pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi
¢) Pemerintah pusat sebagai bahan masukan

4) Pendapatan asli daerah
PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dan
dipungut oleh pemerintah daerah tertentu sendiri[9].
PAD bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, laba
dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan
asli daerah lainnya yang sah.
a) Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan kontribusi kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
memiliki sifat memaksa sesuai undang-undang yang
berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan
langsung dan manfaatnya untuk keperluan daerah
dan masyarakat[10].

b) Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan pungutan yang secara
mandiri  dilakukan pemerintah  daerah atas
pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah[11].

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan
kekayaan negara yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Negara(BUMN) atau BUMD.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan;

2. Jasagiro;

3. Pendapatan bunga;

PAD memiliki tujuan mendelegasikan kepada pemerintah
pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sebagai wujud dari desentralisasi.

5) Rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan
pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah
membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang
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diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah[12].
Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besaran
pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan
pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya
bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Analisis Rasio kemandirian akan memberikan gambaran
mengenai  ketergantungan daerah  terhadap  sumber
pendanaan yang bersifat eksternal[13]. Semakin besar rasio
kemandirian akan menggambarkan tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap bantuan eksternal semakin
rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin
tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi
masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan
menggambarkan tingkat kesejatraan masyarakat yang
semakin tinggi.

Dari pengertian di atas maka formula dari kemandirian
pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan Derajat
Desentralissasi Fiskal sebagaimana berikut.

Pendapatan Asli Daerah

Derajat Desentralisasi Fiskal = -
Total Pendapatan Daerah

Berdasarkan formula DDF diatas dapat menggambarkan
ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana
eksternal. Rasio tingkat kemampuan daerah dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut.

Tabel I. Tingkat kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian
Sangat Kurang 00,00%-10,00%
Kurang 10,01%-20,00%
Cukup 20,01%-30,00%
Sedang 30,01%-40,00%
Baik 40,01%-50,00%
Sangat Baik >50,00%

Sumber: [6]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama sebelumnya telah dilakukan
olen Dwirandra [14].Melakukan penelitian tentang
efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom
Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006.
Dalam penelitian ini analisis rasio efektivitas dan analisis
rasio kemandirian digunakan sebagai alat analisis
kabupaten/kota di Bali dalam periode tersebut masuk
dalam kategori keuangan yang cukup efektif.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, rasio efektivitas
memiliki besaran 75,01% sampai dengan di atas 100%.
Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode
dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian
keuangan yang sedang dan rendah. Penelitian yang
dilakukan oleh [15] disusun dalam sebuah skripsi yang
berjudul  “Analisis Rasio Keuangan APBD untuk
Menilai Kinerja PEMDA Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah”. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran
kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Majalengka
dengan dengan analisis rasio keuangan yang terdiri dari



Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi,
Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini
adalah penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap
pemerintah daerah Kabupaten Majalengka pada Dinas
Pengelololaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003-
2007. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa dari kurun waktu 2003-2007 Pemda Kabupaten
Majalengka belum mampu membiayai sendiri semua
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat. Hal ini tercermin dari rendahnya
kemandirian keuangan daerah selama kurun waktu
tersebut dengan rasio paling tinggi sebesar 7,14% yang
dalam hal ini termasuk kurang mandiri. Tingkat
efektivitas berturut-turut dari tahun 2003-2007 adalah
97,41%, 100,66%, 99,07%, 106,89%, 98,79% yang
dalam hal ini termasuk dalam kategori efektif. Tingkat
efisiensi berturut-turut dari tahun 2003-2007 adalah
16,53%, 16,38%, 11,00%, 21,31%, 35,72% yang berarti
dalam hal ini termasuk ke dalam kategori sangat efisien.
Kabupaten Majalengka memiliki belanja daerah yang
diprioritaskan pada Belanja Rutin. Rasio Belanja Rutin
terhadap total APBD berkisar dari 75,06% hingga
91,56%. Sedangkan Rasio Pembangunan yaitu berkisar

dari 8,44% hingga 24,94%. Rasio Pertumbuhan
Pendapatan baik anggaran maupun realisasinya
menunjukan  pertumbuhan yang positif.  Kinerja
pengelolaan  keuangan daerah Pemda kabupaten

Majalengka tahun anggaran 2003-2007 sudah cukup baik.

Penelitian [16] bertujuan untuk mengetahui proporsi
dan pertumbuhan sumber-sumber penerimaan keuangan
daerah Propinsi D.I. Yogyakarta periode tahun anggaran
1999/2000-2003, mengetahui proporsi dan pertumbuhan
sumber--sumber PAD terhadap total realisasi PAD
Propinsi D.l. Yogyakarta tahun anggaran 1999/2000-
2003, dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas
PAD Propinsi D.l. Yogyakarta tahun anggaran
1999/2000-2003. Metode penelitian yang digunakan
adalah melalui studi pustaka terhadap dokumentasi
publikasi dan laporan instansi terkait dengan masalah
penelitian ini. Pendekatan metodologis penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode Kkuantitatif-
analitis. Penelitian ini memberikan gambaran yang
berkaitan dengan kontribusi dan pertumbuhan sumber-
sumber penerimaan keuangan daerah, tingkat efektivitas
dan efisiensi pemungutan PAD. Hasil penclitian
menunjukkan bahwa: tingginya tingkat ketergantungan
finansial Pemda Popinsi D.l. Yogyakarta., kinerja Pemda
Propinsi D.l. Yogyakarta dalam upaya meningkatkan
keuangan daerah khususnya yang bersumber dari PAD
selama periode analisis relatif masih rendah, sehingga
pelaksanaan otonomi belum sepenuhnya didukung oleh
kemandirian daerah secara finansial, tingkat efisiensi
Pemda Popinsi D.l. Yogyakarta tergolong dalam kriteria
cukup efisien, namun terdapat kecenderungan aktivitas
pemungutan PAD mengarah pada kondisi tidak etisicn,
tingkat cfcktivitas Pcmda Popinsi D. |. Yogyakarta
tergolong dalam kriteria sangat efektif, namun selama
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B.

periode analisis cenderung mengalami penurunan setiap
tahunnya.

I11. METODE PENELITIAN

. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi pada 10
Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera, maka
jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif.
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah
Provinsi di Pulau Sumatera.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah LKPD tahun 2014 yang berasal dari
dokumen-dokumen  akuntansi dan operasi yang
dikumpulkan, dicatat dan disimpan di
pemerintahPemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera.

. Teknik Analisis Data

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian
keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,
misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari
pinjaman. Cara pengukurannya adalah  dengan

menghitung DDF sebagaimana berikut:

Derajat Desentralisasi Fiskal =
Pendapatan Asli Daerah

X 100%
Total Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil penghitungan dengan formula di atas

dapat dikategorikan sesuai dengan tabel 1.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nanggroe Aceh Darussalam

Berdasarkan formula Rasio DDF, Pemerintah
Daerah Provinsi Aceh memperoleh hasil sebagaimana
berikut:

Tabel 1. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam
PADt
Provinsi TPDt DDF %
1,312
NAD 0,117521 11,75206
11,164

Hasil penghitungan Rasio DDF diatas dapat ditarik

sebuah penilaian bahwa tingkat Kemandirian dan derejat

desentralisasinya masih “Kurang” karena hanya sebesar
11,75206 %.
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B. Sumatera Utara

Tabel I11. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Utara

PADt

Provinsi TPDt DDF %
4,944

Sumatera Utara 0,582469 58,24694
8,488

Sumatera utara memiliki Rasio kemandirian dan derajat
desentralisasi yang “Sangat Baik”. 58,24694%, artinya
dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera utara
hanya memiliki  ketergantungannya terhadap Dana
Pusat/Fiskal Pusat Sebesar 3,544 Triliun Rupiah atau
41,75%.

C. Sumatera Barat
Berdasarkan rasio Kemandirian Keuangan dan
DDF Sumatera Barat memperoleh hasil 44,83843 %.
Angka yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dapat dikategorikan “Baik”.
Tabel IV. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Barat
PADt
Provinsi TPDt DDF %
1,568
Sumatera Barat 0,448384 | 44,83843
3,497
D. Riau
Tabel V. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Riau
PADt
Provinsi TPDt DDF %
2,84
Riau 0,398541 | 39,85406
7,126

Tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa Provinsi Riau
pendapatan tahun 2014 sebesar 7,126 Triliun Rupiah , PAD
yang diperoleh sebesar Rp. 2,840 atau 39,85% “rasio
kemandiriannya “sedang ”. rasio kemandirian keuangan
daerah dan DDF “sedang “39,85%”. Angka 39,85% DDF
menunjukkan bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan
dan percepatan daerah di provinsi riau ketergantungannya
terhadap transfer dana dari pusat/fiskal pusat senilai 4,286
Triliun rupiah atau 60,15% .

E. Jambi

Tabel V1. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Jambi

PADt

Provinsi TPDt DDF %

60

0,973
Jambi 0,326401 32,64005
2,981 ‘
Besaran DDF 32,64005% menunjukkan bahwa
Pemerintah Provinsi Jambi memiliki kategori Derajat

Desentralisasi yang “Sedang”

F. Sumatera Selatan

Tabel VI1I. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Selatan

PADt
Provinsi TPDt DDF %

2,482 0,347814 34,78139
Sematera Selatan

7,136

Tabel diatas Pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Selatan total penerimaan tahun 2014 sebesar 7,136 Triliun
Rupiah. PAD yang sebesar 2,482 Triliun rupiah atau 34,78%.
Rasio kemandirian keuangan serta derajat desentralisasi
keuangannya “sedang “ 34,78%. Angka tersebut
menunjukkan bahwa  kebutuhan dana dalam kegiatan
pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki
ketergantungannya pada pemerintah pusat 4,654 Triliyu
rupiah atau 65,22%.

G. Bengkulu

Pemerintah ~ Provinsi  Bengkulu  memiliki total
penerimaan APBD tahun 2014 sebesar 1,805 Triliun rupiah,
PAD yang diterima sebesar Rp. 532 milyar atau 29,52%.
rasio kemandirian dan derajad desentralisasi keuanganya
dalam kategori  “cukup“ 29,52%. Angka 29,25%
menunjukkan bahwa biaya pembangunan untuk percepatan
di provinsi bengkulu ketergantungannya pada pemerintah
pusat/fiskal pusat sebesar Rp.1,272 T atau 70,48%.

Tabel VII. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Bengkulu

PADt
Provinsi TPDt DDF %
0,532
Bengkulu 0,294737 29,47368
1,805
H. Lampung
Pemerintah  Provinsi  Lampung memilik total

penerimaan dalam APBD periode tahun 2014 sebesar 4,298
Triliun rupiah. PAD-yang diterimasebesar 2,005 Triliun
rupiah atau 46,65%. Tingkat kemandirian keuangan daerah
dan ddf kategori “ baik “ yaitu 46,65%”. Rasio DDF pada
Provinsi lampung memiliki artian bahwa Provinsi Lampung
memiliki ketergantungannya pada dana pusat sebesar 2,293
Triliun rupiah atau 46,65%.
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Tabel IX. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Lampung

PADt

Provinsi TPDt DDF %
2,005

Lampung 0,466496 46,6496
4,298

I. Kepulauan Riau

Tabel X. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Riau

PADt
Provinsi TPDt DDF %
) 0,875
Kepulauan Riau 0,294613 29,46128
2,97
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  memiliki

pendapatan APBD sebesar 2,970 Triliun rupiah di tahun
2014. Penerimaan PAD sebesar 875 milyar atau 29,49%.
Rasio kemandirian keuangan daerah dan DDF keuanganya
“cukup” 29,49%. Rasio 29,49% menggambarkan biaya yang
dikeluarkan untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
memilik ketergantungannya pada dana pemerintah pusat
sebesar .2,094 Triliun atau 70,51%.

J. Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung total pendapatan
dalam APBD sebesar 1,755 Triliun rupiah ditahun 2014.
Total perolehan PAD-nya sebesar Rp.494 milyar atau
28,15%. Rasio kemandirian keuangan daerah dan DDF
Provinsi Bangka Belitung kategori “ cukup® yaitu 28,15%.
Angka 28,15% tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan
biaya pembangunan di Provinsi Bangka Belitung masih
memiliki ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat
sebesar 1,261 Triliun rupiah atau 71,85%.

Tabel XI. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Bangka Belitung

PADt
Provinsi TPDt DDF %
Bangka 0,494 0,281481 28,14815
Belitung
1,755
Perhitungan  rasio  kemandirian  dan  derajat

desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera
dapat dijumlahkan bahwa Total PAD Provinsi Se-Pulau
Sumatera sebesar 18,025 Triliun dan keseluruhan Total
Pendapatan Daerah Provinsi Se-Pulau Sumatera sebesar
51,22 Triliun. Persentase perbandingan jumlah penerimaan
PAD dibandingkan total pendapatan daerah sebagaimana
gambar 1.
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EPenerimaan PAD

BPenerimaan selain PAD

Gambar 1. Persentase Perbandingan Penerimaan PAD dan
Penerimaan selain PAD

Rata rata DDF sebesar 35,19133 % dengan perolehan
tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu
58,24694 % dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yaitu 11,75206%.

PAD adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar
4,944 Triliun dan Pendapatan Asli Daerah terkecil pada
tahun 2014 adalah Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar
0,494 Triliun. Untuk melihat lebih jelas mengenai
perbandingan Derajat desentralisasi fiskal akan dijelaskan
sebagaimana gambar 2.
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Gambar 2. Grafik DDF Provinsi di Pulau Sumatera

Grafik DDF ditas menunjukkan bahwa Sepuluh Provinsi
di Pulau Sumatera belum mampu menjalankan pemerintahan
secara mandiri. Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi
penerimaan yang dominan di bandingkan PAD pada
keuangan seluruh Provinsi di Pulau Sumatera.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan

sebagaimana berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah Provinsi di
Pulau Sumatera dapat dikategorikan belum mandiri
karena rata-rata yang dimiliki hanya sebesar 35,19133 %.

2. Peranan PAD masih kecil jika dibandingkan dengan total
penerimaan pendapatan dan dapat diartikan didalam
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